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ABSTRAK  

Penelitianl ini bertujuanl untuk mengetahuil pengelolaan dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakatl di 

Kelurahanl Borimasunggu Kecamatan Labakkang Kabupatenl Pangkep. Variabel pada penelitian inil yaitu 

Pengelolaan Alokasi Danal Kelurahan denganl menganalisis Pengelolaan Alokasi Danal Kelurahan  menggunakan 

5 komponen pengelolaan Alokasi Dana berdasarkan Permendagril Nomor 130l Tahun 2018l Tentang Petunjuk 

Teknis Kegiatanl Pembangunan Saranal dan Prasaranal Kelurahan danl Pemberdayaan Masyarakatl di lKelurahan. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakatl yang berdomisili di Kelurahanl Borimasunggu dan menerima 

Alokasi Dana Kelurahan, pengambilan sampel dalaml penelitian inil menggunakan teknik purposive sampling. 

Sampell dalam penelitianl inil berjumlah lima lorang. Teknik pengumpulanl data dilakukanl dengan menggunakan 

teknik observasi, lwawancara, dan ldokumentasi. Metode analisis yang digunakanl dalam penelitianl ini yaitu 

deskriptifl kualitatif. Hasill penelitian menujukkan lbahwa: Pengelolaan Alokasi Danal Kelurahan dil Kelurahan 

Borimasunggu  sesuail dengan Permendagril Nomor 130 Tahunl 2018.   

 

Kata kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan 

 

ABSTRACT  

Thisl Study aimsl to determinel the managementl of villagel funds for community empowerment inl the Borimasunggu Village, 

Labakkang lDistrict, Pangkep Regency. The variable in thisl study is thel Village Fundl Allocation Managementl by analyzing 

the Village Fundl Allocation management  using 5 components of fund Allocation management based on Permendagril Number 

130l of 2018l Concerning Technical Instructions for thel Development od Villages. Thel population inl this studyl are peoplel 

who livel in thel Borimasunggu Village and receive Village Fund Allocations. Thel sample inl this studyl used purposive 

sampling techniques. The sample in this study was five people. Datal collection techniquesl were carriedl out usingl observation, 

linterview, and documentationl techniques. Thel method used inl this researchl is descriptive qualitative.Thel results of thel 

study show lthe: Management ofl Village Fund Allocation in Borimasunggu Villagel is inl accordance withl Permendagri 

Number 130 ofl 2018.  

 

Keywords: Village Fund Allocation Management 
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1. PENDAHULUAN 

Kelurahanl merupakan  dasarl dari satuanl 

pemerintahan yangl terkecil dan satuan komunitasl 

pemerintahan lnegara. Sehingga bolehl dikatakan 

bahwal keberhasilan dalaml melakukan 

pembangunanl juga   tergantungl dari sejauhl mana 

partisipasil masyarakat setempatl beserta aparaturl 

pemerintah kelurahan dalaml perencanaan 

pembangunanl tersebut. Dalaml artian masyarakat 

harusl ikut berpartisipasil dan memberikan 

kepercayaanl dan kewenanganl yang cukupl dalam 

mengurusil rumah tanggal Kelurahannya, sehinggal 

bisa mandiril dan sesuail dengan potensil dan sumberl 

daya yangl dimiliki di daerahl tersebut. 

 

Adapunl pengaturan tentangl keuangan daerahl dan 

keuanganl Kelurahan diaturl dalam lUndang-Undang 

Nomorl 33 Tahunl 2004 tentangl Perimbangan 

Keuanganl antara Pemerintahl Pusat danl Daerah. 

lUndang-Undang inil merupakan suatul sistem 

pembiayaanl pemerintahan dalaml kerangka Negaral 

Kesatuan, yangl mencakup pembagianl keuangan 

antaral Pemerintah Pusatl dan Daerahl serta 

pemerataanl antardaerah secaral proporsional, 

ldemokratis, adil danl transparan denganl 

memperhatikan lpotensi, kondisi danl kebutuhan 

ldaerah, sejalan denganl kewajiban danl pembagian 

kewenanganl serta tatal cara penyelenggaraanl 

tersebut, termasukl pengelolaan danl pengawasan 

lkeuangannya. 

 

Pemberdayaanl masyarakat merupakanl suatu proses 

untukl memfasilitasi danl mendorong masyarakatl 

agar mampul menempatkan diril secara proposional 

danl menjadi pelakul utama dalaml memanfaatkan 

lingkunganl strategisnya untukl mencapai suatul 

keberlanjutan dalaml jangka lpanjang. Pemberdayaan 

masyarakatl memiliki keterkaitanl erat denganl 

sustainable developmentl dimana pemberdayaanl 

masyarakat merupakanl suatu persyaratan utamal 

serta dapatl diibaratkan sebagail gerbong yangl akan 

membawal masyarakat menujul suatu keberlanjutanl 

secara lekonomi, sosial danl ekologi yangl dinamis. 

 

Menurut Haerudin (2022:5) mengemukakan bahwa: 

Teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat 

menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumber 

daya dalam masyarakat, bagaimana fungsi-fungsi 

organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat 

mempertahankan diri. Dalam kerja sosial, kita dapat 

menggunakan teori untuk menentukan jenis 

aksi/kegiatan atau intervensi yang dapat digunakan 

untuk memproduksi outcome/hasil. 

 

Kebijakanl Alokasi Danal Kelurahan diharapkanl akan 

mendorongl terlaksananya otonomil Kelurahan, 

sekaligusl sebagai upayal pemberdayaan 

pemerintahanl Kelurahan danl masyarakat ketikal 

seharusnya lembagal kemasyarakatan muncull 

sebagai pihakl yang menjadil pendorong danl 

penggerak kegiatanl kemasyarakatan, utamanya yangl 

mengarah padal pemberdayaan ataul peningkatan 

kualitasl hidup lmasyarakat, justru diberikanl porsi 

yangl kecil dalaml pelaksanaan kegiatanl yang 

bersifatl pemberdayaan lmasyarakat. Dalam hall ini 

contohnyal salah satul lembaga kemasyarakatanl yang 

adal di Kelurahanl yaitu Lembagal Pemberdayaan 

Masyarakatl (LPM) lebihl banyak diberikanl tugas 

dalaml pelaksanaan pembangunanl fisik. 

 

Menurut R.Terry (2022:5) mengemukakanl bahwa: 

Pengelolaanl adalah suatu proses khas yang terdiri 

dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 

daya dan sumber daya lainnya. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintahl Nomor 72l Tahun 

2005l tentang Kelurahanl Pasall 1 ayatl (11) disebutkanl 

bahwal Alokasil Dana Kelurahanl adalahl danal yang 

diberikanl kepadal Kelurahanl yang  berasall dari 

danall perimbangan keuanganl Pemerintahl Pusatl 

dan Daerahl yangl diterimal oleh lKabupaten/lKota. 

Alokasi Danal Kelurahan merupakanl hak kelurahanl 

sebagaimana Pemerintahl Kabupaten/Kotal memiliki 

hakl untuk memperolehl anggaran DAUl (Dana 

Alokasil Umum) . 
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Jadi dapatl disimpulkan bahwal Pengelolaan Alokasil 

Dana Kelurahan merupakan tindakan kegiatanl yang 

meliputil perencanaan, lpelaksanaan, penatausahaan, 

lpelaporan, dan pertanggungjawabanl dana yangl 

harus dikelolal dengan baikl oleh pemerintahl 

kelurahan, yang mana sebagail wujud tanggungjawabl 

pemerintah kelurahanl kepada pemerintahl atasnya 

danl juga lmasyarakat. 

 

Sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturanl 

Pemerintah Nomorl 72 Tahunl 2005 tentangl 

Kelurahan Pasall 1 ayatl (11) menyebutkan bahwal 

Alokasi Danal Kelurahan adalahl dana yangl 

bersumber daril APBD danl APBN yangl diberikan 

kepadal kelurahan denganl tujuan pembangunanl dan 

pemberdayaanl masyarakat dil Kelurahan. Makal 

Peneliti akanl mengkhususkan penelitianl ini  

membahasl mengenai Pengelolaan Danal Alokasi 

Kelurahanl yang bersumberl dari APBDl Kabupaten 

Pangkep. Dengan menerapkan Permendagri Nomor 

130 Tahun 2018. Peneliti mengkhususkan Pengelolaan 

dana kelurahan sebagai fokus dalam penelitan ini 

dikarenakan peneliti ingin mengetahui, apakah 

penggunaan dana teralokasi dengan baik dan sudah 

sesuai digunakan untukl kebutuhan Operasionall 

Perangkat Kelurahanl dan berbagail Program sertal 

Kegiatan daril Kelurahan itul sendiri. Oleh karena itu 

pengeloaan ataul manajemen AAKl ini sangatl penting 

kaitannya denganl jalannya berbagail program 

kegiatanl di Kelurahan. 

 

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan di 

Kelurahan Borimasunggu pada tanggal 12 Mei 2022 

dengan Lurah Borimasunggu, pertama berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130 Tahun 

2018 tentang kegiatan pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.  

 

Menurut  Mu’iz Raharjo (2021:99)   mengemukakan 

bahwa: 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

dapat dilaksanakan dengan kegiatan meliputi; 

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 

masyarakat; Pengelolaan kegiatan pelayanan 

pendidikan dan kebudayaan; Pengelolaan kegiatan 

pengembangan usaha mikro, kecil, menengah; 

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan; 

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, 

dan perlindungan masyarakat; penguatan 

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 

bencana serta kejadian luar biasa lainnya.  

 

Dalam tahap perencanaan pihak kelurahan 

Borimasunggu melibatkan masyarakat dan lembaga 

masyarakat untuk melakukan perencanaan program 

kegiatan yang akan dirancang melalui musrembang di 

kelurahan. 

Kemudian pada tahap pelaksanaan terdapat 

transparansi pelaksanaan pengelolaan dana 

kelurahan, di mana kegiatan yang terlaksana 

merupakan usulan dari masyarakat setempat. 

Kelurahan Borimasunggu sendiri melaksanakan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa 

pengadaan kontainer sampah, pengadaan bak 

sampah, pengadaan lampu jalan, pengadaan CCTV, 

pembangunan jalan paving blok, pembangunan dan 

perbaikan drainase. Program kegiatan yang terlaksana 

pada tahun 2022 hanya berfokus dalam program 

pembangunan sarana dan prasarana yang hanya 

bersifat fisik. 

 

Dalam tahap penatausahaan pihak kelurahan 

Borimasunggu mengatakan tidak adanya 

keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban. 

Pelaporan pertanggungjawaban ini dapat tepat waktu 

dikarenakan adanya pembangian tanggungjawab 

kepada masing-masing pokmas sebagai 

penanggungjawab program kegiatan yang terlaksana 

sehingga tidak ada keterlambatan dalam pelaporan 

pertanggungjawaban dalam setiap periode. 

 

Kedua, berdasarkan Peraturan Pemerintah 17l Tahun 

2018l tentang Kecamatanl Pasal 30l ayat (1) 

menyatakan Pemerintahl Daerah Kabupaten/Kotal  

mengalokasikan anggaranl dalam APBDl 

Kabupaten/Kota untukl Pembangunan Saranal dan 

Prasaranal Lokal Kelurahan danl Pemberdayaan 

Masyarakatl di lKelurahan. Lurah juga menambahkan 

bahwa alokasil dana kelurahan yangl diberikan olehl 

pemerintah lKabupaten/Kota dialokasikan kedalam 
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kegiatan pemberdayaanl masyarakat bersifat fisikl dan 

nonl fisik. Beliau juga menambahkan bahwa untuk 

pemberdayaan masayarakat sendiri alokasi dana yang 

diberikan sebesar 30% dari dana pemerintah 

Kabupaten/Kota, sedangkan untuk anggaran 

pembangunan fisik sebesar 70% dari dana pemerintah 

Kabupaten/Kota. Namun pada tahun 2022 kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang bersifat nonfisik 

tidak terlaksana, hal ini dikarenakan adanya 

keterbatasan dana. 

 

Berdasarkanl uraian latarl belakang dil atas, makal 

penulis melakukanl penelitian denganl judul 

“Analisisl Pengelolaan Alokasil Dana Kelurahan 

untukl Pemberdayaan Masyarakatl dil Kelurahanl 

Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupatenl 

lPangkep”. 

 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan 

1) Definisi Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan 

 Pengelolaanl merupakan terjemahanl dari katal 

“management”. Terbawal oleh derasnyal arus 

perubahan katal pungut kel dalam bahasal Indonesia, 

istilahl inggrisl tersebut lalul di Indonesial menjadi 

lmanajemen, dengan katal kerja tol manage  yangl 

secara umuml berarti lmengurusi, mengemudikan, 

mengelola, menjalankan, membinal atau lmemimpin, 

juga lmengatur, pengaturan dilakukanl melalui 

prosesl dan diaturl berdasarkan urutanl fungsi-fungsil 

manajemen. 

 

Menurut  Lawrence A. Appley dan Liang Lee (2017:2) 

mengemukakan bahwa: 

Pengelolaan adalah seni pencapaian tujuan yang 

dilakukan melalui usaha orang lain. Dijelaskan bahwa 

sebagai seni dan ilmu adalah strategi memanfaatkan 

tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan 

suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

 

Berdasarkanl Peraturanl Pemerintahl Nomor 72l 

Tahun 2005l tentang Kelurahanl Pasal 1l ayatl (11) 

disebutkanl bahwal Alokasil Dana Kelurahanl adalahl 

danal yang diberikanl kepadal kelurahanl yang 

berasall daril danal perimbangan keuanganl 

pemerintahl pusatl dan Daerahl yangl diterimal oleh 

lkabupatenl/kota. Alokasi dana kelurahan adalahl 

dana yangl bersumber daril APBD danl APBN yangl 

diberikan kepadal kelurahan denganl tujuan untukl 

pembangunan danl pemberdayaan masyarakatl 

dilkelurahan. 

 

Danal kelurahan merupakanl DAU tambahanl yang 

dianggarkanl oleh Pemerintahl dalam Anggaranl 

Pendapatan danl Belanja Negera. DAU tambahan 

merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan 

danlKabupaten/Kota untukl kegiatan pembangunan 

saranal dan prasaranal kelurahan danl kegiatan 

pemberdayaan masyarakatl kelurahan. Danal Alokasi 

Umuml (DAU) tambahanl merupakan dukunganl 

pendanaan bagil kelurahan dil Kabupaten/Kotal untuk 

kegiatanl pembangunan saranal dan prasaranal 

kelurahan danl kegiatan pemberdayaanl masyarakat 

kelurahan”. 

 

Jadi dapatl disimpulkan bahwal Pengelolaan Alokasil 

Dana Kelurahan merupakan tindakan kegiatanl yang 

meliputil perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawabanl dana yang harus 

dikelolah denganl baik oleh pemerintah kelurahan. 

Dan bagaimana pemerintah kelurahan dalam 

mengurusi dan menangani dana tersebut untuk 

digunakan dalam mencapai tujuan tertentu dalam 

suatu masyarakat, yang mana sebagail wujud 

tanggungjawabl pemerintah kelurahanl kepada 

pemerintah tingkat atasnya dan juga masyarakat. 

Pertanggungjawaban kinerja dilakukan oleh seluruh 

aparatur pemerintah kelurahan tidak terkecuali Lurah 

selaku Kuasa Pemegang Anggaran (KPA). 

 

2) Mekanisme Pengelolaan Keuangan Kelurahan 

a. Perencanaan Kegiatan  

Kegaiatan pembangunanl sarana danl prasarana 

kelurahanl dan pemberdayaanl masyarakat di 

kelurahanl di susun dalam dokumen perencanaan 

daerah. 
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Pelaksanaanl kegiatan dilakukanl denganl 

melimpahkanl kewenangan kepalal daerahl kepadal 

camat denganl keputusanl kepalal daerah.  

 

b. Penganggaran 

Pemerintahl daerah lkabupaten/kotal mengalokasikan 

anggaranl kegiatanl pembangunan saranal danl 

prasaranal kelurahan danl pemberdayaanl 

masyarakatl di kelurahanl dalam lAPBD. 

Berdasarkanl dokumen perencanaan daerah disusunl 

RKA lKecamatan. 

RKAl Kecamatan disusunl oleh Lurahl selaku kuasa 

penggunal anggaran sebagai bagianl dari RKAl 

Kecamatan. 

Kegiatanl pembangunan saranal dan prasaranal 

kelurahan danl pemberdayaan masyarakatl di 

lkelurahan, masing-masingl dituangkan padal RKA 

ltersendiri. 

Kegiatanl pembangunan saranal dan prasaranal 

kelurahan danl pemberdayaan masyarakat di 

kelurahanl yang bersumberl dari APBNl dicatat  

 

c. Pelaksanaan 

Kepalal daerah menetapkan Lurahl selaku kuasal 

penggunal anggaran untukl pelaksanaanl kegiatanl 

pembangunan saranal danl prasaranal kelurahan danl 

pemberdayaanl masyarakatl di kelurahan. 

Lurahl selaku kuasal pengguna anggaranl menunjuk 

pejabat penatausahaanl keuangan dan pejabatl 

pelaksana teknikl kegiatan di lkelurahan. 

Kepalal daerah menetapkanl Bendahara pengeluaranl 

pembantu dil kelurahan berdasarkanl usulan lurahl 

selaku kuasal pengguna anggaranl melalui lBUD. 

Dalaml hal beluml tersedia apartur, kepalal daerah 

dapatl menetapkan pejabatl lain yang memenuhil 

persyaratan sesuail perUU. 

 

d. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 

Mekanismel TU danl LS sesuail ketentuan peraturanl 

perundang-lundangan. 

Padal saat penetapanl perpres mengenail rincian 

lAPBN, PPKD melakukanl pencatatan piutangl 

pendapatan DAUl Tambahan danl pendapatan DAUl 

Tambahan-LO. 

Padal saat anggaranl kegiatan pembangunanl sarana 

danl prasarana kelurahanl dan pemberdayaanl 

masyarakat dil kelurahan yangl berasal daril APBN 

diterimal di lRKUD, PPKD melakukanl pencatatan 

kasl di daerahl dan pendapatanl Laporan Realisasil 

Anggaran. 

 

Akuntansil dan pelaporanl anggaran kegiatanl 

pembangunan saranla dan prasaranal kelurahan danl 

pemberdayaan masyarkat dil kelurahan dilaksanakanl 

oleh lPPK-SKPD lKecamatan. 

 

Pengakuanl belanja danl beban atasl anggaran 

kegiatanl pembangunan saranal dan prasaranal 

kelurahan danl pemberdayaan masyarakatl di 

kelurahanl berdasarkan laporanl 

pertanggungjawaban-tambahanl yang (TU) danl 

laporan pertanggungjawabanl fungsional. 

 

Sisal anggaran kegiatanl pembangunan saranal dan 

prasaranal kelurahan danl pemberdayaan masyarakatl 

di lkelurahan, baik yangl berada dil RKUD maupunl 

rekening kelurahanl menjadi SILPAl yang akanl 

diperhitungkan padal alokasi untukl kegiatan 

pembangunanl sarana danl prasarana kelurahanl dan 

pemberdayaanl masyarakat dil kelurahan tahunl 

anggaran. 

 

e. Pembinaan dan Pengawasan 

Bupati/ Wali kotal melakukan binwasl terhadap 

kegiatanl pembangunan saranal dan prasaranal 

kelurahan danl pemberdayaan masyarakatl di 

Kelurahanl yang dapatl dilimpahkan kepadal Camat. 

Pembinaanl dilakukan dalaml bentuk lfasilitasi, 

konsultasi, pendidikanl dan pelatihanl serta 

penelitianl dan pengembanganl sesuai denganl 

ketentuan peraturanl perundang-lundangan. 

 

Pembinaanl dapat dilakukanl oleh Pemerintahl Pusat 

danl Gubernur sebagail wakil Pemerintahl Pusat. 

Dalaml bidang pengawasanl pelaksanaannya dibantul 

oleh inspektoratl kabupaten/kotal dengan melakukanl 

reviu, lmonitoring, evaluasi danl pemeriksaan. 
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3) Tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan 

Secara umum, alokasi dana kelurahan ini memiliki 

tujuan untuk memperkuat kemampuan keuangan 

kelurahan (APBDes), untuk memberi keleluasaan 

dalam mengelola persoalan pemerintahan, 

pembangunan, dan sosial kemasyarakatan kelurahan, 

untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, 

serta untuk meningkatkan pendapatan dan 

pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan 

masyarakat Kelurahan. 

 

Berdasarkan Peraturanl Bupati Pangkajenel dan 

Kepulauanl Nomor 14 tahunl 2016 Pasal 3 yangl 

mengatur tentangl tujuan pengelolaan alokasil dana 

ldesa/kelurahan, sebagai berikut: 

a. Menanggulangil kemiskinan danl mengurangi 

lkesenjangan; 

b. Meningkatkanl perencanaan danl penganggaran 

pembangunanl ditingkat desa/kelurahan danl 

pemberdayaan lmasyarakat; 

c. Meningkatkanl pembangunan infrastrukturl 

desa/kelurahan; 

d. Meningkatkanl pengamalam nilai-nilail 

keagamaan, sosiall budaya dalaml rangka 

mewujudkanl peningkatan lsosial; 

e. Meningkatkanl ketenteraman dan ketertibanl 

masyarakat; 

f. Meningkatkanl pelayanan padal masyarakat 

dalaml rangka pengembanganl kegiatan sosiall 

dan ekonomil masyarakat; 

g. Mendorongl peningkatan keswadayaanl dan 

lgotong-royong lmasyarakat; 

h. Meningkatkanl pendapatan ldesa/kelurahan dan 

masyarakatl melalui Badanl Usaha Milikl Desa 

(lBUMDesa). 

 

4) Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan 

Menurut Mu,iz Raharjo (2021:98-99) Kegiatanl 

pengelolaan alokasil dana kelurahan dapatl 

dilaksanakan denganl kegiatan sebagai berikut yakni: 

 

a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 

masyarakat;  

b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 

kebudayaan; 

c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha 

mikro, kecil, dan menengah; 

d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan; 

e. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban 

umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau 

f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam 

menghadapi bencana serta kejadian luar biasa 

lainnya. 

 

Kegiatan pengelolaan alokasi dana lkelurahan, 

digunakan untukl membiayai pelayananl sosial dasarl 

yang berdampakl langung pada meningkatnyal 

kualitas hidupl masyarakat. Penentuanl kegiatan 

pembangunanl sarana danl prasarana kelurahanl dan 

pemberdayaanl masyarakat dil kelurahan dilakukanl 

melalui musyawarahl pembangunan lKelurahan. 

Pelaksanaan anggaranl untuk pembangunanl sarana 

danl prasarana lokall kelurahan danl pemberdayaan 

masyarakatl di kelurahanl melibatkan kelompokl 

masyarakat ldan/atau organisasil kemasyarakatan. 

 

5) Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana 

Kelurahan 

Menurut Mardiasmo (2004:91) menjelaskan ada tiga 

prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan 

kelurahan, yaitu: 

a. Prinsip transparansi atau keterbukaan, maksud 

dari transparansi yaitu masyarakat memiliki hak 

dan akses yang sama untuk mengetahui proses 

anggaran. Karena, hal ini menyangkut aspirasi 

dan keinginan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidup banyak masyarakat. 

b. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban public atas setiap proses 

penganggaran dimulai dari perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar 

dapat dilaporkan pada masyarakat serta DPR. 

c. Prinsip value for money, prinsip ini berarti 

penerapan tiga pokok dalam penganggaran yaitu 

ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis berarti 

pemilihan serta penggunaan sumberdaya dengan 

hara murah. Efisien adalah penggunaan dana 

masyarakat secara semaksimal mungkin dan 

memiliki daya guna. Efektif berarti bahwa 
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penggunaan anggaran harus mencapai target 

serta tujuan kepentingan masyarakat. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini di desain sebagai penelitian deskriftif 

kualitatif yanga akan mencoba menggambarkan 

penerapan Permendagri No. 130 Tahun 2018 tantang 

kegiatan pembangunan sarana & prasarana kelurahan 

& pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Peraturan 

yang dimaksud meliputi perencanaan, 

penganggaran,pelaksanaan, penatausahaan dan 

pertanggungjawaban. 

 

3.2. Pengukuran Variabel 

Menganalisis persamaan dan perbedaan Pengelolaan 

Keuangan Dana Kelurahan di Kelurahan 

Borimasunggu Kecamatan Labakkang Kabupaten 

Pangkep dengan Permendagri No. 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

& Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan 

mekanisme Pengelolaan Keuangan Kelurahan. 

Adapun indikator  Pengelolaan Keuangan Kelurahan 

meliputi kegiatan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan 

dan pengawasan. 

 

3.3. Analisis Data 

“Komponen dalaml analisis datal yaitu adal rumusan 

masalahl peneliti menganalisisl data denganl 

komponen analisisl data yangl digunakan terdiri dari 

reduksi data, penyajian data, verifikasi atau 

penyimpulan.” (Sugiyono ,2017:338).  Penjelasannya 

sebagai berikut: 

1) Reduksi data, di mana peneliti merangkum dan 

memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian 

yang didapatkan dari hasil wawancara, dan 

dokumentasi. Ini digunakanl agar memberikanl 

gambaran yangl jelas tentang hasill pengamatan 

danl mempermudah penelitil untuk mencaril data 

yangl diperlukan. 

2) Penyajianl data, ini dilakukan penelitil untuk 

merangkai datal menjadi satul kesatuan agarl 

dapat merumuskanl kesimpulan denganl 

melakukan peninjauan ulang di lapangan, sertal 

mendapatkan hasil yangl valid. 

3) Penarikan kesimpulan, di mana peneliti menarik 

kesimpulan atas bukti-bukti yang valid dalam 

bentuk deskriftif kualitatif dan berdasarkan 

kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. 

Kesimpulan final ini untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian. 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Berdasarkanl hasil analisis penelitian pengelolaan 

dana kelurahan di Kelurahan Borimasunggu 

Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep tahun 

2022. Data diperoleh dari hasil wawancara dan 

dokumentasi. 

 

1) Perencanaan 

Pemerintahl Kelurahan Borimasunggu dalaml 

menyusun rencana program kegiatan sebelumnya 

melakukan sosialiasai sebagai bentuk pemberitahuan 

kepada masyarakat kelurahan, kemudian melanjutkan 

dengan musyawarah bersama kelompokl masyarakat 

danl organisasi kemasyarakatanl yang ada di 

lkelurahan. Dalam musyawarah tersebut pihak 

kelurahan dan pihak masyarakat membicarakan 

mengenai program apa saja yang dibutuhkan pada 

anggaran yang akan dianggarkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota. 

 

Perencanaan program di kelurahan Borimasunggu 

yang merupakan usulan dari warga pada tahun 2022 

menyakut pembangunan sarana dan prasarana yang 

bersifat pembangunan dan pengadaan fisik di 

kelurahan Borimasunggu. Setelah dimusyawarahkan 

kemudian dilakukan penetapan lalu dibuatkan berita 

acara dan diserahkan kepada pemerintah 

kabupaten/kota untuk kemudian dibahas lebih lanjut 

setelah dimintai persetujuan verifikasi kecamatan 

untuk selanjutnya ditetapkan dan dilakukan 

penganggaran alokasi dana kelurahan. Perencanaan 
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program kegiatan ini disusun berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

2) Penganggaran 

Pada aspek penganggaran, pada kelurahan 

Borimasunggu menerima anggaran sebesar Rp. 

734.388.000 yang merupakan alokasil anggaran yangl 

bersumber daril APBD pemerintah lkabupaten/kota. 

Anggaran yangl diterima ini digunakan oleh pihak 

kelurahan untuk mendanail kegiatan pembangunanl 

sarana danl prasarana kelurahanl dan pemberdayaanl 

masyarakat di lkelurahan. 

 

Sebelumnya pihak kelurahan mengadakan forum 

pertemuan bersama masyarakat untuk mengetahui 

program kegiatan apa yang dibutuhkan masyarakat. 

Pada forum pertemuan tersebut lurah Borimasunggu 

mengatakan bahwa masyarakat mengusulkan 

kegiatan yang bersifat fisik pada tahun 2022, maka dari 

itu melihat dari prioritas yang menjadi kebutuhan 

masyarakat lurah Borimasunggu bersepakat hanya 

akan berfokus pada program kegiatan yang bersifat 

fisik  di tahun 2022. Kemudian pihak kelurahan 

membuat dokumen perencanaan program kegiatan 

yang akan dilaksanakan, kemudian mengadakan 

musrembang terlebih dahulu setelah penyusunan 

RAK. Setelah disepakati pihak kelurahan kemudian 

menyusun rancangan anggaran  masing-masing 

dokumen penggunaan anggaran pada pelaksanaan 

program kegiatan yang akan terlaksana. 

 

pihak kelurahan juga menambahkan bahwa untuk 

membagi dana yang akan dianggarkan, tentu dengan 

memperhitungkan dengan kisaran dana yang 

dibutuhkan program kegiatan dengan melihat 

pembagian dana program kegiatan tahun lalu yang 

berjalan. 

 

3) Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan anggaran dana di Kelurahan 

Borimasunggu menunjukkan bahwa sebelum 

melaksanakan program kegiatan yang telah 

direncanakan, bendahara pengeluaran pembantu serta 

kasi pelaksana program kegiatan diberi tugas untuk 

menyusun RAK untuk menyesuaikan anggaran yang 

ada. Setelah penyusunan RAK selanjutnya akan 

diserahkan kepada lurah selaku kuasa pengguna 

anggaran. Untuk dokumen RAK pada kelurahan 

ditemukan sebagai bukti bahwa bendahara 

pengeluaran pembantu betul-betul membuat RAK 

sebelum melaksanakan program kegiatan. selanjutnya 

bendahara pengeluaran pembantu menyusun RAB 

dari pelaksanaan program kegiatan untuk mengetahui 

jumlah anggaran belanja kegiatan, yang selanjutnya 

diusulkan kepada lurah. Dan untuk dokumen RAB 

juga ditemukan sebagai bukti adanya penyusunan 

RAB. 

 

4) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 

Penatausahaanl merupakan pencatatanl seluruh 

transaksi keuangan, baikl penerimaan maupunl 

pengeluaran danal yang tercatat dalam satu tahunl 

anggaran. Untuk penatauasahaan di Kelurahan 

Borimasunggu sendiri pencatatan dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran pembantu. Bendahara 

pengeluaran pembantu mempertanggungjawabkan 

dana tersebut dengan membuat laporan 

pertanggungjawan yang disampaikan kepada KPA 

atau Lurah. 

 

Laporan pertanggungjawaban wajib dibuat oleh 

Bendahara pembantu pengeluaran dengan membuat 

buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku 

bank. Bendahara pengeluaran pembantu melakukan 

pencatatan atas seluruh penerimaan maupun 

pengeluaran dalam buku kas umum yang bersifat 

tunai. 

 

Dalam penatausahan anggaran dana di kelurahan 

Borimasunggu, bendahara pengeluaran pembantu 

melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan 

pengeluaran. Bendaharal pengeluaran pembantul 

membuat laporanl pertanggungjawaban yangl 

disampaikan kepadal lurah selakul kuasa pemegang 

anggaran. Dalam pencatatannya bendahara 

pengeluaran pembantu mencatatnya kedalam buku 

kas umum untuk transaksi yang bersifat tunai, pada 

buku pembantu pajak, dan buku bank untuk mencatat 

transaksi non-tunai. 
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Pada pertanggungjawaban anggaran dana kelurahan 

Borimasunggu dilaksanakan dengan membuat 

laporan pertanggungjawaban yang dilakukan dengan 

komputerisasi oleh bendahara pengeluaran pembantu. 

Laporan pertanggungjawaban ini dibuat per-program 

kegiatan yang terlaksana. Yang kemudian disusun 

menjadi laporan realisasi program kegiatan dengan 

cara menggabungkan seluruh laporan program 

kegiatan yang terlaksana. Selanjutnya lurah selaku 

kuasa pemegang anggaran  menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dana 

APBD kepada bupati/walikota melalui camat. Untuk 

dokumen laporan pertanggungjawaban di kelurahan 

Borimasunggu ditemukan adanya dokumen tersebut. 

 

5) Pembinaan dan Pengawasan 

Pada bagian pembinaan dan pengawasan, pihak 

kelurahan melakukan mewadahi aspirasi masyarakat 

dengan mengadakan pertemuan kepada masyarakat 

sebagai bentuk konsultasi terkait kebutuhan 

masyarakat kelurahan. Pihak kelurahan juga 

monitoring sebagai bentuk pengawasan dalam 

berjalannya pengerjaan program kegiatan yang 

berjalan. 

 

Akan tetapi pada tahap evaluasi yang seharusnya 

penting dilakukan, pada kelurahan Borimasunggu 

pihak Lurah sendiri mengatakan bahwa tidak 

melakukan pengevaluasian program kegiatan setelah 

selesainya kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini sangat 

disayangkan, mengingat bahwa tahap evaluasi 

merupakan aspek yang penting untuk 

mengembangkan dan perbaikan dalam kegiatan yang 

akan mendatang. 

 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di 

Kelurahan Borimasunggu Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep, mengenail pengelolaan alokasil 

dana  kelurahan untukl pemberdayaan masyarakatl 

kelurahan, dapat ditarik kesimpulan sebagail berikut. 

 

Dalaml menyusun perencanaan pengelolaan danal 

kelurahan, pemerintah kelurahanl Borimasunggu 

dalam menyusun recana program kegiatan 

sebelumnya melakukan musyawarah bersama 

kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. 

Perencanaan ini dilakukan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kelurahan 

Borimasunggu menerima anggaran dana kelurahan 

sejumlah Rp. 734.388.000,- yang digunakanl untuk 

membiayai program kegiatan pembangunanl sarana 

danl prasarana kelurahanl dan pemberdayaanl 

masyarakat yang bersifat program kegiatanl fisik. 

 

Kegiatan yang terlaksana merupakan usulan dari 

masyarakat dan dalam pengerjaannya melibatkan 

masyarakat. Dalam hal penatausahaan dan 

pertanggungjawaban pihak kelurahan membuat 

laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk 

pelaporan atas penggunaan dana. Dalam hal 

pembinaan dan pengawasan pihak kelurahan 

memberikan konsultasi terhadap masyarakat. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, 

maka dapat diberikan saran dan masukan sebagai 

berikut. 

1) Bagi pihak kelurahan 

a. Diharapkan untuk melakukan perencanaan 

dengan baik, agar program kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang bersifat non-

fisik juga dapat terlaksana. 

b. Diharapkan untuk kedepannya melakukan 

evaluasi pada program kegiatan yang telah 

terlaksana, guna untuk perbaikan dan 

improvement dalam kegiatan yang akan 

mendatang. 

2) Bagil peneliti selanjutnyal diharapkan untukl 

menggali lebih lagi terkait mekanisme 

pengelolaan alokasi dana kelurahan dan 

menambahl variabel penelitianl yang akanl 

diteliti, sehinggal dapat menjadi pembanding 

denganl hasil penelitianl yang ditemukanl 

sebelumnya. 
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